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Modernisasi perekonomian dewasa ini melahirkan fenomena-fenomena baru yang menyebabkan perubahan
dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya dalam persaingan usaha antara pelaku
usaha pada ekonomi sektor tertentu. Hal ini secaratidak langsung menciptakan kondisi baru dalam
menjaankan persaingan, dengan kehadiran e-commerce yang dapat menjadi tantangan dan juga hambatan
terlebih bagi pelaku usahatradisional dan umumnya bagi pelaku usaha lainnya. Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) sebagai |lembaga yang independen dalam menaungi persaingan usaha memiliki
peran dalam memberikan advokasi kebijakan hukum bagi pelaku usaha guna menghadirkan persaingan yang
terjadi berjalan secara kompetitif dan sehat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Advokasi kebijakan hukum yang
dilakukan oleh KPPU terhadap E-commerce maupun kepada pemerintah sampai saat ini masih dilakukan
dalam mencapai kepastian serta kemanfaatan hukum bagi semua pelaku usaha. Kegiatan advokasi kebijakan
terus dibahas dan diupayakan oleh KPPU untuk mencegah persaingan usahatidak sehat dengan
mengedepankan norma-norma keadilan, dan juga dibarengi dalam bentuk advokasi kebijakan kepada e-
commerce dan pemerintah untuk menggapai keterbaruan regulasi persaingan usaha yang diharapkan. KPPU
memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas beserta wewenangnya untuk menciptakan iklim
persaingan usaha yang berkeadilan sehingga advokasi kebijakan KPPU menjadi penting untuk dapat
mencegah terjadinya persaingan usahatidak sehat.

...... The modernization of the economy today gives birth to new phenomenathat cause changes in carrying
out economic activitiesin Indonesia, especially in business competition between business actorsin certain
economic sectors. Thisindirectly creates new conditionsin carrying out competition, with the presence of e-
commerce which can be a challenge and also an obstacle, especially for traditional business actors and
generally for other business actors. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an
independent institution in overseeing business competition hasarole in providing legal policy advocacy for
business actors in order to present competition that occurs in a competitive and healthy manner in
accordance with the mandate of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices.
and Unfair Business Competition. KPPU's legal policy advocacy for E-commerce as well asto the
government is still being carried out in order to achieve legal certainty and benefit for al business actors.
KPPU continues to discuss and pursue policy advocacy activities to prevent unfair business competition by
prioritizing the norms of justice, and is also accompanied by policy advocacy to e-commerce and the
government to achieve the expected up-to-date business competition regulations. KPPU has the
responsibility in carrying out its duties and authorities to create afair business competition climate so that
KPPU's policy advocacy becomes important to prevent unfair business competition from occurring.
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